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DENGAN RAIIMAT TI'SAX YANG MAIiA ESA

GI'BERNI'R KAI,III.ANTAIT THI'R,

: bshwa untuk BeLaksa.naka-n ketentuan Pasal 6 Peratura! Daerah
ProviDsi Kalirnantsn fimur Nomor II Tahun 2012 tenrarlg Perubshan
Arrggsra! Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara! 2012, perht
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Perubahan
Anggarar Pendapatan dsn Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 l2;

: 1.

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembenrukan
Daerah-daerah Otonost Provinsi lGlimant rl Bs-rat, Ka-limantan
Selatan dan KaliErsnta! TirDur (Lcmbaran NeSara Republik
Indoneeia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan IJmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang NoEor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Balgunar (Llnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambaha! Irmbara! Negaia Nomor 3312) sebagaimara
telah diubah deogan Ulrdant-Undang Nomor 12 TaIun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi da! Bangunan (l€mbara! Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iudonesia Nooor 3569);

Undang-Undaig Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lcmbaran Negara Tahun 1997 Nomor
44, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimara telah
diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2010 tentang
Perubahar Atas Undsng-Undqng Nomor 2l Tahun 199? tentang
Bea Pelolehen Hak Atas Tanah dan Bangunan (L€mbaran Nega-ra
Talun 2000 Nontor l3O, Tambahan l,embaran Negara Nomo! 3988);

Unda-ng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggeraan
Ncgara YanE Bcraih darr Bcbas Dari Korupsi, Kolusi darr Nepotisme
(l,cmbara.rl Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 NoBor 75,
Tambahan kmbarqr Negara Rcpublik Indonesia Nomor 385 I ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(L€&baran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 NorDor 47,
Tambalar Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
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6.

7.

Undang-Undaig Nooor I Tahun 2004 tentang Perbendahaiaan
Negara (L€robaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambaha! Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nooor 4355);

Undang-Undaog NoEor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaqn
Pengelolaan dan Tanggung'awab Keuangan Negara (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoEor 66, Tambahar
Lembara! Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undsng-Undang Nooor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaa! Pcmbangunar Nasional (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaharr l,embararl Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undaag-Undang Nomo.32 Tahun 2004 tentang Pelxerintahart
Daerah (Lembarqn Negara Republik ladonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tarnbaian L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaitlana telah diubah beberapa kali teraldeir dcngan Unda,tg-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentarg Perubahan Kedua Atas
Undglg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pcmerintaltan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB NoEor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Urdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuargan Antara PcmcrLrtah Pusat dan Pemerintshan Daerah
(kmbararl Negara Republik lndonesia Tsiun 2OO4 Nomor 126,
Ta&baha! Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Ufldang-Undang No.nor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilsn Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewsn Perwakilan Rakyat Daera}
{Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Ta$bahan L€mba-ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor SO43);

12, Uadang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqja_k Daerah da-n
Rctribusi Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomo! 130, Tanbahan tJmbaran Negara Republik Indonesia
Norqor 5049);

13. Undang-Undang NoDor 12 Tahun 20lI tentang pembentukar!
Peraturan Perundqng-Undangan (Lclnbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 812, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia NoDo! 5234);

14. Peraturan PeEerintah Noloor 109 Tahun 2000 tentatg Kedudukan
Keuangal Kepala Daersl dan Wskil Kepala Dacrah (l,embara!
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpiaan d6n Anggota Dewa,
Perwakilan Ra.kyat Daelah (Lembaron Negara Republik
lndonosia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan kmbarar Negara
Republik Indonesia NoEor 4416), sebagaiEala telah diubah
bcbelapa kali teraldfr dcnga! Pcraturan pemerilttah NoEor 21
Tahun 2OO7 tentalg Perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 TEiun 2004 tentang Kedudukan protokolcr
dan Keuangan Piopinan dan Anggota Dewarr perwakilan Rs.lg/at
Daerah (LInba.ran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Irqbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8.

9.
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16, Peratursn Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Badan Layanan U6um (Lembaian Ncgaia Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tanbahan L€mbarai Nega-ra
Republik lndonesia Nornor 45O2li

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang phjaman
Daerai (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lenbsrar Ncgara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Darra
Perirnban8an (Lcrobaran Negara Republj.k Indonesia TahuD 2005
Nomor 137, Tambshart l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s75);

19. Peraturan Pemcrint i Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (t€mba.rqn Neg6-ra Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Ta-Erbahan Lmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Perahrran Pelaerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentartg Pengclolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 No 140, Tanba}tan lrmbaran Negala Republik Indonesia
Nomor 45?8);

21. Peraturan Pemerintah NorEor 65 TaIun 2005 t€ntsng PenJrusunan
dsn Pencrapan Standar Pelayanar Minimal (L€mbarar Negara
Rcpublik Indoncsia Tahu! 2005 Nomor 150, Tambalan Lembara!
Negara Republik lndonesia Nortor 4585);

22, Peraturart Pemerintah Nomor 79 Tahuo 2005 tentaig Pedomat
Pembinaan dan Pengawasan Pelyelentta.raan Pcmerilttaharl Daerah
(L€Ebara, Negara Republik lndoncsia Tahun 20OS Nomor 165,
Ta-rrbahart Lmbaian Negqra Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintqh Nomor 8 Tahun 2006 tcntan8 Pclaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Llabaran Negara
Republik Indonesia Talun 2006 Nomor 25, Ta.obahan Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4614);

24, Peraturan PeBerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyclcnggaraan PeBerintahan Daelah Kepada Pemerintah,
Lapora-rr Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwaki-lqn Ra$at Daeral:, darr Informasi l,aporan
Penyelengga.raan Pemerintah Daerah Kepada Masyaral<at (Lerlbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tamballaa
hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46931i

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Perleriltahan antara Pemcrintah, Pemerintahsn Daerah
Provinsi dan Pcmerint*tan Daerah Kabupaten/Kgta (LeDlbaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kobaran Negara Nomor
47371.,

26. Peraturan Pemcrintah Nomo. 4l Tahun 2OO7 tentarg Orgarisasi
Perangkat Daeral (taEbaran Negda Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan lambaran Negara Republik lndonesia
Nomor 474I);

27. Perahrran Pemerii.tsh No6or 5 Tshun 2009 tentang Baltua,
Keuartgan Partai Politik (Lembamn Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tamba}tan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Noaor 4972);
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28. Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pclaksanaart Tugas dan Wcwensng Serta Kedudukan Keuangan
Gubemur Scbagai Wsbl Pemerintah di Wilaysh Provinsi (LembaIan
Negara Repubuk IndoneBia Tahun 2OIO Nomor 25, Tambaha$
L€Ebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana
telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ot I
teatang Perubahar Atas Pereturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun
2O1O tcatant Tata cara Pelal<sanaa-n Tugas dsrl Wewenang Serta
Kedudukan KeuarSan Gubemur Scbagai Wakil Pemerintai di
Wi.layah Provinsi (L€mbaran Ncgara Repubtk lndonesiq Tshun 2O1 1

No6or 44, Tarubahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s209);

29, Peraturar Pemeriltah Nomo! 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahar (Lmbararr Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahffi kmbalan Nega.ra Republik
lndonesia Nolnor S165);

30. Peratutan Presiden NoEo. 54 Tahun 2010 teotang Pedoman
Peogadaan Baierlg/Jasa Pemerintah, scbagaimana telah diubah
dengsn Peratursrt Presiden Republik Indoncsia Noeor 70 Talun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Pelattrran Presidcn Nomor 54
Tahun 2010 tentalg Pengadaan Baralg/Jasa Pe@.erintsh
(l,embaran Ncgara Rcpublik Indonesia Ta}tun 20 12 Nomor 155);

31. Keputusa! Presiden Noloor 117/P Tahun 2OO8 tentang
Pengangkatan DIS. H. Awa.ng Faroek lshak, MM, M.Si sebagai
Oubernur derl Drs. H. Farid wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubemur
Kalioartan Timur masa jabatan Tehun 2008-20 13;

32. Peraturon Meoteri Da.lsm Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuartgar Dacra}, oebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengal Peraturan Menteri
Dalan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahar Kedua
Atas Peratuian Mcnteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peratura! Menteri Dalam Ncgeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Er,aluasi Rancalgan Peraturan Daelah
tentalg Anggarsn pendapatan dan Belanja Dacrah ds-n
Rancalgan Peraturan Kepa.la Daerah tentang Penjaba-ran
Anggsrar P€ndapatan dal Bclanja Daerah eebagaimana
telah diubah denSan Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2oll tentang Peruba}ran Atas Peraturan Menteri
Da.lam NeBeri Nomo! 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rarcangan Peraturan Daerah tentang Anggaian
Pendapatan dan Belarja Daerah dan Rancangsn Peraturan
Kepala Daerah tentrng Penjabarar Arggarar Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Nege-ra Republik Indoneoia Tahun 20ll
Nomor 525);

34. Peratursr Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Talun 2007 tentang
Pedooan Teknis Pengelolaarr KeusnEan Badan Layanan Umum
Daersh;

35. Peratural Menteri Dalam Negeri Norrror 22 Tahun 2011 tentan8
Pedooan Pen),r.rsuna-n Anggaran Pendapatrn da! Belarrja Daerah
Tahuo Anggqrsn 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 309)i
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Paral I
Anggaran Pendapatan dal Belaaja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjunlai
Rp. i0.602.613.100.000,00 bertambsh sejurnlai Rp. 2.737.726.900,000,00 schingga
menjadi Rp. 1 3.34O,34O.O0O.OOO,OO dengan rincian sebagai berikut :

a. Pcndapatan :

36, Peraturan Menteri DalsrE Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pcdoman Pembcriar Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggatan Pendapata! dan Bctanja Daerah
(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah dengai Peraturan Menteri Dala.m Negeri
Noloor 39 Tahun 2012 tentarg Perubahar Kedua Atas Peraturan
Menter-i Dalaru Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pcdoma.n
Pemberian Hibal dan Baltuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berits, Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

37. Pelatura.n Menteri Dalam Negeri Nonor 53 Tahun 2Oll
tentarg Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negala
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 694);

38. Keputusan Menteri Dalarxt Ncgeri Nomor 903-617 Tahun 2012
tentang Hasil Evaluasi Rancangar Peraturan Daelah Provinsi
KaliErantan TirDur tentang Perubahan Anggarar Pcndapatsr dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peratura!
Gubcmur Kalimarta! Timur Tentang Penjabaian Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai Tahun Anggaraa 2012 ;

39. Perahrran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2OO8 tentsng Pokok-Pokok Pengelolaan Neuarrta.rr Dacrah
(lrmbara.n Daerah Provinsi KaliEqntan Timur Tahun 2008 Nomor
13, TaEbahsn L€Ebaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
37h

40. Peratura! Daclah Provinsi Kalinantan Timur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (kabaran Daerah Provinsi Kslilna.rltaJr Timur
Tahun 2011 Nomor O8);

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Talun
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dar Betanja Daerah
Tahun Angga.ran 201.2 (l,embaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2012 No@or l1);

Rp q. r02.613. 1O0.OOO,oo
Rp 1.4o0.003.0o4,791.64

UEIIUTUAXAN:

TPERATITnAI GITBERTIUR TEIITA!|G PEXJABARA!{ PERUBAIIAN
INGGARAI{ PEI{DAPATTX DAIT BEUITTJA D.AERAI TAIII'N
ANGGARAN 2012.

l. Semula
2. Bertambal/ (bcrku rang)

JumLah Pendapatan Setclah Perubahan

b. Belanja:

SemuIa
Bc.t mbal/ (berkurangl

Rp 10.502.613.100.000,00
Rp 2.634.926.900,OOO.00

Rp 10.502.616.10a.791,64

l.

Jumlah Belsnja Sctclah Pcrubahan

Surplus/(Defi sit) Sctelah Penrbatrsn

Rp 13.I37.540.000,000,00

Rp. (2.634.923,895.2O8,36)
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PembiEyaan :

l) Penerimaan
a. Semula

2) Pengeluaran
a. Semula Rp 100.000.000.000,00

Rp I.500.000.0OO.000,00
b. Bertanbeh/(berkurang) Ro 1337.723.895.20a.36

Jumlah P.nerimaan Setelai P€rubaian Rp 2.837.723.895.208,36

b. Bertamban/&e.kurand Rp 102,800.000.000.00

Ju&lah Pcngeluaran Sctclal Pcrubahan Rp

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

202.8OO.000.000,00

Rp 2.634.923.895.2o8,36

NIIIIL

P...I 2

Penjaba.r8n Perubahal APBD sebagaimarra diraaksud dala.E Pasa] I dirinci lebih lanjut
pada Latrrpiran Peraturan ini.

Pard 3

t€npiran scbagaimana tcrscbut dalam Pqsg.l 2 merupa-kar bagi6n yang tidak terpisahkan
dar! Peraturan ini.

Pqrel 4

Perature, cubernur ini roulai berlaku pada tangtal diundargkar.

Agar sctiap orarg mengctahuinya, mcmerintahkan pengunda.ngar Pelatulan Gubcrnur ini
dcngan pcncmpatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantsn Timur.

Ditetapkal di Sa.urari,lda
pada targgal 13 September 2012

GI'BERXUR I(ALIT{A TAN TIUI'R,

ttd

DR. H. APANG TAROIK IsIJAK
Diundangkan di Samarittda
pada tanggal 13 September 2012

SEXREIARIA DAERAII PROVITSI
XAL.IM.ANTAII TIUU&

ttd

DR. H. IRIA TO LATIBRIT

Salinan scauai dcngan sslinyn
AEXRETAnIAT DAIRAII PROV, tr.A.LTIU

PLH. I(EPAIJ\ BIRO III'KI'I|,

TINGKAT I
198601 1 006

BERITA DAER.AII PROVINSI XALIUANTAII TIUI'R TAEU]}I 2012 NOIIOR 3A.


